PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/05 TAHUN 2020
TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Membaca :  Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/7 Tahun 2020
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan.

Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
tentang Retribusi Jasa Pelayanan Keschatan;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo telah melaksanakan pembahasan sesuai Hasil
Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi
Jasa Pelayanan Keschatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi Jasa
Pelayanan Kesehatan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Mengingat ¢ l.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pf:mbcntukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



o

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 723 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten Sukoharjo
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo;



Menetapkan

KESATU
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MEMUTUSKAN :

Menyempurnakan Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Sukoharjo tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan
sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

dimaksud diktum KESATU

Penyempurnaan scbagaimana
kan bagian tidak

tercantum dalam Lampiran yang merupa
terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD ini.

Sukoharjo menindaklanjuti Rancangan Peraturan

Bupati

Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi Jasa

Pelayanan  Kesehatan yang telah disempurnakan
sesual dengan

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA,
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2020
GABWATILAN RAKYAT DAERAH

UPATENSUKOHARJO
A EERETU

WAKIL KETUA

Q/g:'é 4

SITI ZAKIYATUN NI'MAH

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang,; -
2. Bupalti Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.




